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ABSTRAK 

 

Skripsi (2020) PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK 

NAGARI SUMATERA BARAT CABANG SOLOK 

 

 

Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik 

melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun 

perundang-undangan lain yang terkait. 

Dalam perkara penyelesaian sengketa perjanjian kredit. Debitur telah 

mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran untuk melunasi utangnya 

namun karena pihak debitur merasa dirugikan karena sebagai penjamin utangnya. 

Kredit bermasalah merupakan fenomena yang disebabkan berbagai faktor yang 

berkaitan satu sama lainnya, untuk itu harus segera mungkin mendapatkan 

penyelesaian karena dapat menyebabkan terganggunya kondisi bank. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan 

identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam 

masyarakat. Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer atau dasar yakni data 

yang diperoleh langsung dan juga dilakukan baik melalui observasi maupun 

wawancara. Sifat penelitian adalah Deskriptif. Penelitian dilakukan di Bank 

Nagari Sumatera Barat Cabang Solok. Subjek dalam penelitian ini adalah Debitur 

dan pihak-pihak Bank Nagari Cabang Solok. Sedangkan yang menjadi objek 

dalam penelitian ini adalah tentang Penyelesaian perjanjian kredit Bank dan 

debitur dalam perjanjian kredit pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: dalam pelaksanaan pengawasan 

kredit Bank Nagari Cabang Solok didasarkan penelitian ketempat lokasi usaha 

debitur serta atas laporan-laporan yang diberikan oleh nasabah. Untuk keamanan 

dari kredit yang diberikan kepada nasabah, maka Bank Nagari Cabang Solok 

meminta adanya jaminan kredit atau agunan kepada calon nasabah. Penyehatan 

kredit bermasalah yang dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Solok dapat 

dilakukan dengan cara kombinasi yaitu dengan cara memberi surat tunggakan dan 

surat peringatan kepada debitur, memberikan keringanan pembayaran bunga dan 

tunggakan pokok, serta mendesak debitur untuk menjual agunan.  

Penyebab utama dari kredit bermasalah bisa saja karena kesalahan dari 

pihak bank yang kurang tajam dalam menganalisis latar belakang calon nasabah, 

sehingga maksud dan tujuan serta sumber pembayaran kembali kredit yang 

diberikan tidak dapat diketahui secara jelas. 

 

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Bank Nagari Sumatera Barat, Solok 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan merupakan sektor terpenting dalam laju perekonomian suatu 

negara. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah. Bank 

memiliki fungsi utama yaitu sebagai intermediary financial. Salah satu fungsi 

bank sebagai intermediary financial adalah sebagai penyimpan kemudian 

disalurkan kepada nasabah peminjam. Apabila banyak nasabah yang menyimpan 

tetapi tidak ada nasabah yang meminjam maka akan terjadi negative spread yaitu 

keuntungan negatif diperoleh bank di mana bank harus membayar bunga lebih 

besar kepada nasabah penyimpan dari pada mendapatkan bunga dari nasabah 

peminjam.  

Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik 

melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun 

perundangundangan lain yang terkait.
1
 

Semua permasalahan yang dihadapi oleh dunia perbankan, sangat 

mempengaruhi semua tatanan yang berhubungan dengan laju pertumbuhan 

                                                             
1
 Dahlan Siamat, Management Bank Umum, (Jakarta: Intermedia, 1993), h. 17 
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ekonomi. Dalam industri perbankan pada saat ini, masalah yang banyak dihadapi 

adalah masalah dalam pengambilan kredit, sehingga harus mendapatkan perhatian 

serius. Belakangan ini Bank Swasta sedang menjadi pilihan bagi pelaku bisnis 

perbankan. Kini di Indonesia telah berdiri banyak berdiri bank-bank swasta, setiap 

daerahpun kini memiliki bank sendiri
2
  

Bagi masyarakat kredit sangat diperlukan dalam mendukung dan 

mengembangkan usahanya, dimana dengan menggunakan dana kredit bisa 

digunakan untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi baik 

berupa tambahan modal kerja, bahan baku, perluasan pasar, peningkatan 

kemampuan sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi dan lain 

sebagainya. Bagi masyarakat kredit sangat diperlukan dalam mendukung dan 

mengembangkan usahanya, dimana dengan menggunakan dana kredit bisa 

digunakan untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi baik 

berupa tambahan modal kerja, bahan baku, perluasan pasar, peningkatan 

kemampuan sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi dan lain 

sebagainya.  

Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat tidak keseluruhan dana yang 

disalurkan tersebut dapat dikembalikan seluruhnya atau sebagaimana mestinya, 

maka hal inilah yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah. Kredit 

bermasalah dapat diartikan sebagai ketidak sanggupan debitur untuk melunasi 

pinjamannya kepada bank berupa angsuran pokok dari pinjaman beserta 

bunganya, serta biaya lain dimana mengalami kegagalan karena deviasi 

                                                             
2
Kasmir,  Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta, PT. Raja Gravindo Persada, 2002), h. 24 
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(penyimpangan) sehingga tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati 

yang akhirnya dapat membawa kerugian kepada Bank tersebut. Kredit bermasalah 

timbul tidak dengan seketika melainkan secara bertahap dimana terjadi penurunan 

berbagai aspek yang dimiliki debitur yang berakhir dengan ketidak mampuan 

debitur membayar kreditnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Maka dari 

undang-undang tersebut dikembangkan perjanjian-perjanjian mengenai produk-

produk bank antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank 

yang merupakan perjanjian standar (standard contract).
3
  

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya 

menggunakan Bentuk perjanjian baku (standard contract). Berkaitan dengan itu, 

memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya sudah disediakan oleh pihak 

bank sebagai kreditor sedangkan debitor banyak mempelajari dan memahaminya 

dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku 

(standard contract),
4
 di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya 

dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan 

negosiasi atau tawar-menawar yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian 

yang “tidak terlalu menguntungkan” bagi salah satu pihak.  

                                                             
3
 Ibid, hal. 17. 

4
Mohammad Tjoetem, Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep, Teknik, danKasus), 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 4 
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Dalam praktek kehidupan sehari-hari banyak anggota masyarakat yang 

meminjam uang di bank. Kegiatan pinjam-meminjam itu dituangkan secara 

tertulis di dalam perjanjian kredit dengan bank sebagai pihak kreditur dan nasabah 

sebagai pihak debitur. Hal-hal yang dinyatakan dalam perjanjian itu antara lain 

jangka waktu pembayaran, besar angsuran, bunga yang dikenakan, barang 

jaminan yang dijadikan jaminan kredit, sanksi yang diberikan apabila debitur 

melakukan wanprestasi, dan lainlain. Dalam hal ini untuk melindungi kreditur dari 

kerugian karena wanprestasi debitur, maka ada perjanjian kredit yang dituangkan 

dalam grosse akta pengakuan hutang. Grosse akta pengakuan hutang adalah 

pernyataan pengakuan hutang sejumlah uang tertentu dari debitur kepada kreditur. 

Tujuan pembuatan grosse akta pengakuan hutang ini adalah agar apabila denitur 

melakukan wanprestasi maka kreditur dapat langsung mengeksekusi barang 

jaminan debitur tanpa harus meminta ketetapan hukum dari pengadilan
5
. 

Tanpa didukung oleh suatu perjanjian (perjanjian kredit) antara debitur dan 

kreditur. Dalam perjanjian itu diatur tentang hubungan hukum antara kreditur dan 

debitur, baik menyangkut besarnya jumlah kredit yang diterima oleh debitur, 

jangka waktu pengembalian kredit, maupun jaminan yang nantinya akan diikat 

dengan hak tanggungan. Oleh karena hak tanggungan tidak dapat dilepaskan dari 

perjanjian kredit, itulah sebabnya maka hak tanggungan dikatakan accessoir 

(mengikuti) perjanjian pokoknya. Kredit yang diberikan oleh kreditur 

mengandung risiko, maka dalam setiap pemberian kredit, bank tidak 

diperkenankan memberikan kredit tanpa ada suatu perjanjian tertulis. Itu sebabnya 

                                                             
5
Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Pada Bank, (Bandung: Alfabeta, CV) 
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diperlukan suatu jaminan kredit dengan disertai keyakinan akan kemampuan 

debitur melunasi utangnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 

UndangUndang Nomor 7 tahun 1992 yang direvisi pada Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan dalam memberikan kredit, 

bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan 

debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan. Berdasarkan 

Perjanjian Kredit pada Pasal 12 Tentang Penyelesaian Perselisihan Dan Domisili 

Hukum dikatakan bahwa
6
 : 

1. Atas perjanjian ini apabila terjadi perselisihan BANK dan DEBITUR berjanji 

dan meningkatkan diri untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara 

musyawarah untuk mufakat. 

2. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, PARA PIIHAK setuju untuk 

menyelesaikan melalui jalur hukum. 

3. Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, BANK dan DEBITUR 

memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok. 

Disini kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang 

disetujui oleh Debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal 

waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Pinjaman uang yang telah 

dicairkan kepada Debitur tersebut mempunyai resiko berupa Debitur tidak dapat 

mengembalikan baik hutang pokok maupun bunga tepat pada waktunya bahkan 

sama sekali Debitur karena sesuatu hal yang tidak mampu lagi membayar 

                                                             
6
Perjanjian Bank  
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hutangnya meskipun telah diberikan keringanan dan kemudahan untuk 

pengembalian pinjaman itu. Untuk menjamin pembayaran kembali hutang yang 

telah diberikan tersebut maka kreditur mensyaratkan agar debitur menyediakan 

dan memberikan jaminan berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak 

yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan 

dengan menjual/melelang barang-barang bila debitur tidak dapat membayar 

hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian utang 

piutang antara debitur dengan kreditur dituangkan dalam perjanjian kedit. 

Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur
7
.  

Seperti halnya dapat dilihat pada PT Bank Nagari Cabang Solok. Bank 

Nagari dahulu bernama Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/BPD Sumbar 

adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat khususnya di Sumatera Barat. Bank Nagari berpusat di kota Padang. 

Bank Nagari didirikan pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama PT Bank 

Pembangunan Daerah Sumatera Barat (PT BPD Sumbar). Pendirian tersebut 

dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakaat dan tokoh 

pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga 

keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam 

melaksanakan pembangunan di daerah. Sampai saat sekarang ini Bank Nagari 

telah tersebar di beberapa kota atau kabupaten di Sumatera Barat bahkan telah ada 

di kota luar Sumatera Barat, yaitu Jakarta, Bandung dan Pekanbaru. 

                                                             
7
Marhais Abdul Miru, Hukum Perbankan di Indonesia, Alumni, (Bandung, 2004), h. 31 
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Dalam perkara penyelesaian sengketa perjanjian kredit. Debitur telah 

mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran untuk melunasi utangnya 

namun karena pihak debitur merasa dirugikan karena bahwasannya sebagai 

penjamin utangnya. Bahwa karena melakukan tindakan sebelum/sesudah lelang 

tanpa disertai pendekatan prinsipel asset tersebut jika dijual nilainya lebih 

mencukupi pinjaman maka selaku kuasa hukum berpendapat agar PT Bank Nagari 

Cabang Solok bisa melakukan mediasi dibicarakan tanpa membuat kerugian 

sepihak dan akan merespon secara kompetensi absolute. Disamping itu juga erlu 

dilakukan dan diadakan identifikasi hukum penyelesaian perjanjian kredit dan 

bagaimana efektifitas hukum pernjanian kredit ini berlaku pada Bank Nagari 

Sumatera Barat Cabang Solok. 

Kredit bermasalah merupakan fenomena yang disebabkan berbagai faktor 

yang berkaitan satu sama lainnya, untuk itu harus segera mungkin mendapatkan 

penyelesaian karena dapat menyebabkan terganggunya kondisi bank. Berdasarkan 

uraian diatas maka penulis tertarik memilih judul aktivitas penyelesaian kredit 

pada Bank Nagari Cabang Solok, dengan judul “Penyelesaian Perjanjian Kredit 

Pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok” 

B. Batasan Masalah 

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas 

serta lebih mudah untuk dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada 

penelitian ini membahas mengenai penyelesaian perjanjian kredit pada Bank 

Nagari Sumatera Barat Cabang Solok. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana cara penyelesaian perjanjian kredit pada Bank Nagari Sumatera 

Barat Cabang Solok? 

2. Apa upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perjanjian kredit di Bank 

Nagari Sumatera Barat Cabang Solok? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian 

ini bertujuan : 

a. Untuk mengetahui penyelesaian perjanjian kredit pada bank mengenai 

perjanjian kredit pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok 

b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penyelesaian perjanjian kredit 

di Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai masukan bagi Perbankan khususnya Bank Nagari Sumatra Barat 

Cabang Solok daam pengambil keputusan ketika akan melakukan perjanjian 

kredit. 

b. Sebagai masukan bagi masyarakat, khususnya debitur ketika bermaksud untuk 

melakukan perjanjian kredit. 
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c. Sebagai upaya memperkaya pemikiran tentang hukum dan pengembangannya 

khususnya di bibidang pengkreditan Bank Nagari Sumatra Barat Cabang 

Solok. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah 

sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah 

tertentu untuk diolah, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahnya
8
, 

serta juga merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu.
9
 Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang 

menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana 

efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.
10

 Penelitian ini juga bertitik tolak 

dari data primer atau dasar yakni data yang diperoleh langsung dan juga dilakukan 

baik melalui observasi (pengamatan) maupun wawancara. Sifat penelitian adalah 

Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat 

suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran 

suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
11

  

                                                             
8
Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, ( Jakarta: Logos, 1997 ), h. 1 

9
Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D,(Bandung: 

Alfabeta,2012), h. 2 
10

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Rajawali Pers: Jakarta,1982), h. 51 
11

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Rajawali 

Pers:Jakarta, 2010),h. 25 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yang dikenal 

dengan pendekatan kualitatif. Creswell menyatakan penelitian kualitatif sebagai 

suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan 

responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif 

merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis 

dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif informan) lebih 

ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.  

3. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian  ini bertempat di Bank Nagari 

Sumatera Barat Cabang Solok. Adapun yang menjadi Subjek dalam penelitian ini 

adalah Debitur dan pihak-pihak Bank Nagari Cabang Solok. Sedangkan yang 

menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang penyelesaian perjanjian kredit 

Bank Dan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Nagari Sumatera Barat 

Cabang Solok 

4. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan 

dan literatur, meliputi:
12

 

a. Data Primer 

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat 

penelitian yang bersumber dari hasil penelitian dilapangan baik dengan 

wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan 

                                                             
12

Ibid.h. 112 
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permasalahan yang diteliti. Suber data diambil dari nasabah yang memiliki kredit 

di Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok. Pihak yang dimintai keterangan 

yaitu Ricky Yolanda dan ibu Sadelva yang menjabat sebagai Petugas Adm Kredit 

kegiatan pengambilan informasi atau wawancara dilakukan pada hari Selasa Tanggal 10 

Desember 2019, Pukul 13.00 WIB. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang 

berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, 

skripsi, tesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Data 

sekunder tersebut dibagi menjadi: 

1) Bahan hukum primer  

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan menteri, 

peraturan daerah, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti bahan hukum 

yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan 

pengadilan dan perjajian internasional.
13

 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-

undangan, hasil penelitian, Buku-Buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), 

pamflet, lefleat, brosur, danberita internet.
14

 

 

 

                                                             
13

Mukti Fajar ND danYulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156. 
14

Ibid., h. 158. 
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3) Bahan hukum tersier,  

Bahan hukuk tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan 

hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, 

ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.
15

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan 

tahapan sebagai berikut : 

a. Observasi 

Yaitu kegiatan yang paling utama dari tekhnik pengumpulan data yang 

lazim di pakai peneliti kualitatif.
16

 Maka dengan ini penulis langsung terjun ke 

lokasi penelitian untuk melihat dan memperhatikan atau mengamati serta 

mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. 

b. wawancara  

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara menulis mengadakan tanya 

jawab secara langsung kepada siapa yang akan menjadi responden yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data 

yang diperlukan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yaitu 

Ricky Yolanda dan ibu Sadelva yang menjabat sebagai Petugas Adm Kredit dan nasabah 

yang melakukan kredit yang peneliti ambil secara acak yang berkaitan dengan 

penelitian. 

 

 

                                                             
15

Ibid., h. 158. 
16

Rahmat Jalaluddin, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

1995) , h. 82 
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c. Studi Kepustakaan 

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara menulis dan menganalisis 

kegiatan-kegiatan atau kejadian yang secara langsung terjadi di lapangan dengan 

memperhatikan pokok permasalahan yang yang diteliti guna melengkapi data 

yang diperlukan. 

6. Teknik Analisis Data 

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah 

menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif, komprehensif 

dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelsakan sesuai 

dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis kualitatif dalam 

penelitian menjabarkan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga 

memudahkan pembahasan dan pemahaman. Komperhensif artinya pembahasan 

data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis Kualitatif, yaitu dengan cara 

menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun 

dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut 

secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannyanya 

sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukankan dalam penelitian atau 

dengan kata lain yakni proses penyusunan, mengkategorisasikan data kualitatif, 

mencari pola atau tema, dengan maksud memahami maknanya.
17

 Serta dengan 

cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas serta 

menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan 

                                                             
17

 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: Rineka Cipta,2001), h. 45 
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permasalahan yang dibahas. Penjelasan data diperoleh melalui wawancara 

dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli. Sehingga mendapatkan 

jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat 

diambil kesimpulan dengan cara induktif yakni dari hal-hal yang bersifat umum 

kepada hal-hal yang bersifat khusus.  

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematika 

penulisannya dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub-sub 

bab, sehingga antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem 

dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya penulis akan 

uraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi uraiaan tentang : Latar Belakang Masalah, 

Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian, Tinjauan Teoritis dan Sistematika Penelitian. 

BAB II:     GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum 

tentang sejarah singkat Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok.  

BAB III :   TINJAUAN TEORITIS 

Dalam Bab ini penulis akan membahas mengenai pengetian perjanjian 

kredit, pengertian nasabah, pengertian hak tanggungan dan jaminan 

kredit  
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BAB IV:   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini Penulis akan menjelaskan mengenai:  

1. Cara penyelesaian perjanjian kredit pada Bank Nagari Sumatera 

Barat Cabang Solok? 

2. Apa upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perjanjian kredit 

di Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok? 

BAB V:     PENUTUP 

Dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan dan saran berdasarkan 

uraian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah PT. Bank Nagari Cabang Solok 

Bank Nagari secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama 

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disahkan melalui akta 

notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah 

Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat 

atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, 

yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di 

daerah. Disahkan melalui Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang 

Keuangan Republik Indonesia No. BUM/9-44/II tentang izin usaha PT. Bank 

Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan dimulailah operasional PT. BPD 

Sumatera Barat dengan kantor pusat di Kota Padang.  

Berdasarkan Undang-Undang No.13 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum Bank Pembangunan Daerah 

Sumatera Barat diganti dengan Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera 

Barat No. 4. Sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dirubah 

menjadi “BPD SUMATERA BARAT”. Dalam perjalanan-nya tahun 1996 melalui 

Perda No. 2 / 1996 disahkan penyebutan nama (Call Name) sebagai ”Bank 

Nagari” dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun brand image sekaligus 

mengimpresikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat. Sesuai dengan 

perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, tanggal 16 

Agustus 2006 berdasrkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat No. 3 Tahun 



 

17 
 

2006, bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah 

dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan 

akta Pendirian Perseroan Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 dihadapan Notaris H. 

Hendri Final, S.H. dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia 

Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 

tanggal 4 April 2007 Saat ini Bank Nagari telah berstatus sebagai Bank Devisa 

serta telah memiliki Unit Usaha Syariah. Bank Nagari juga merupakan Bank 

Pembangunan Daerah pertama yang membuka Kantor Cabang di Luar Daerah. 

 

B. Visi dan Misi Perusahaan 

1. Visi Perusahaan 

Visi bank Nagari yaitu: Menjadi Bank Pembangunan Daerah Terkemuka 

dan Terpercaya di Indonesia. Menjadi Bank Pembangunan Daerah yang 

terkemuka dalam arti dikenal dan menonjol di Indonesia. Terpercaya memberi arti 

bahwa bank sudah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang 

baik, memberikan layanan yang memuaskan dan kepatuhan terhadap peraturan 

dengan kejujuran. 

2. Misi Perusahaan 

Misi PT. Bank Nagari Cabang Solok antara lain:  

a. Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat. Mencerminkan dasar atau latar belakang 

didirikannya bank, sesuai yang diamanahkan dalam Akta Pendirian, yang 

merupakan cita cita dan tujuan yang akan diperankan yaitu turut 
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membangun kegiatan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.  

b. Memenuhi dan menjaga kepentingan stakeholder secara konsisten dan 

seimbang. Bank senantiasa dijalankan dengan prinsip untuk memnuhi 

tanggung jawab kepada pemilik, nasabah, karyawan dan masyarakat.  

3. Logo Perusahaan 

Bank Nagari memiliki bentuk logo yang mempunyai tema dan makna sesuai 

dengan filosofi kebudayaan Minangkabau tempat dimana Bank Nagari tumbuh 

dan berkembang bersama masyarakatnya. Logo Bank Nagari bertemakan buana 

(dunia) sebagai lintasan orbital yang secara ilusif mencerminkan gerak 

berkesinambungan (Sustainbility) dan simbol tanduk kerbau yang 

mengartikulasikan makna Minangkabau. Berikut ini adalah logo PT. BPD 

Sumatera Barat
18

. 

 

Gambar 1.1 Logo Perusahaan 

 

C. Uraian Tugas 

1 Dewan Komisaris  

a. Mempertimbangkan, menyepurnakadan mewakili pemegang saham dalm 

memutuskan perumusan kebijaka umum yang baru yang diusulkan oleh 

Direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang. 

                                                             
18

Website Bank Nagari 
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b. Menyelenggarakan RUPS dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban 

Direksi  

c. Mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja tahunan yang diusulkan 

Direksi  

d. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang 

jumlahnya melebihi batas maksimal kewenangan Direksi  

e. Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, serta 

laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi  

f. Menyetujui/ menolak pembiayaan yang diajukan oleh Direksi  

g. Menandatangani surat-surat saham saham yang telah diberi nomor urut 

sesuai anggaran dasar perseroan  

2 Direktur Utama  

a. Bertanggung jawab atas kelancaran operasional perusahaan sesuai dengan 

Rencana Kerja Tahunan yang disusun Direks dan diketahui Dewan 

Komisaris.  

b. Bertanggung jawab terhadap pemasaran produk, pengelolaan keuangan 

dalam hal penghimpunan dan pelepasan dana.  

c. Berwenang menandatangani Cek dan Bilyet Giro, Bilyet Deposito, 

Perjanjian Kredit, dengan Pihak ke Tiga (Bank Kreditur) berdasarkan 

ketetapan Dewan Komisaris.  

d. Berwenang melakukan survey calon debitur dan memutus kredit sesuai 

wewenang komite kredit yang ditetapkan Dewan Komisaris.  
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e. Berwenang menandatangani Perjanjian Kredit Debitur dengan berdasarkan 

pada Keputusan Persetujuan dari Komite Kredit.  

f. Berwenang menandatangani dokumen pembukaan dan laporan keuangan 

bank ke Bank Indonesia dan Instansi lain terkait.  

g. Bertanggung jawab terhadap perekrutan, pengembangan, peningkatan 

kemampuan kerja (kompetensi), kesejahteraan, dan pemberhentian SDM 

Bank  

h. Berwenang untuk mengajukan hapus buku dan hapus tagih Debitur 

bermasalah dengan pesetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  

i. Bertanggung jawab atas hasil operasional perusahaan dengan persetujuan 

RUPS.  

j. Berwenang membeli dan menjual Aktiva Tetap milik perusahaan dengan 

sepengetahuan Dewan Komisaris.  

k. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris hal-hal yang dipandang baik untuk 

kelancaran operasional perusahaan.  

3 Direktur Kredit  

a. Monitoring Kredit  

Monitoring kredit yang dilakukan oleh manajer kredit bisa dilakukan mulai 

dari analisa pengajuan kredit calon nasabah ataupun nasabah lama. 

Monitoring kredit merupakan kegiatan pemantauan kredit agar bisa dilihat 

deviasi yang akan terjadi yang bisa menyebabkan terjadinya penurunan 

mutu kredit yang diberikan kepada nasabah seperti on desk monitoring, on 

site monitoring, expansion monitoring.  
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b. Pengawasan Kredit  

Direktur kredit bank harus bisa melakukan pengawasan kredit yang telah 

dicairkan kepada nasabah, sekalipun dia telah melakukan analisa pengajuan 

kredit yang tepat. Pelaksanaan pengawasan ini harus ditentukan dengan 

pengetahuan dari manager kredit bank. Manager kredit bank harus memiliki 

pengetahuan yang cukup luas, memiliki integritas yang baik dan juga 

bersikap wibawa dan sudah mendapatkan pelatihan yang baik.  

4 Direktur Keuangan  

a. Mampu menjadikan dirinya sebagai ahli keuangan  

b. Mampu menggeneralisasikan bidang keuangan  

c. Mempimpin kinerja keuangna perusahaan  

d. Mampu memenangkan pertumbuhan perusahaan  

5 Direktur Operasional  

a. Membantu Pimpinan Cabang dalam mempersiapkan RKA dalam rangka 

mencapai target bisnis yang telah ditetapkan.  

b. Mendukung Pinca dalam membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja 

di bawahnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan, terutama yang 

terkait dengan bidang operasional dan pelayanan.  

c. Memfungsikan bawahannya dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai 

dengan strategi yang telah ditetapkan Pimpinan Cabang guna mewujudkan 

pelayanan yang sebaik-baiknya bagi nasabahnya.  

d. Mengkoordinasi dan mengawasi semua bawahannya dalam rangka 

melaksanakan dan mencapai sasaran rencana kerja yang telah ditetapkan.  
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e. Memastikan bahwa pengelolaan kas Kanca dan surat-surat berharga telah 

benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga aset bank.  

f. Memastikan bahwa pelayanan kas, pelayanan dana jasa (termasuk devisa 

dan Surat Kredit Berjangka Dalam Negeri/SKBDN) dan pelayanan 

pinjaman serta kegiatan back office telah sesuai ketentuan guna 

menghindari resiko yang mungkin timbul.  

g. Memastikan bahwa semua keluhan nasabah atas pelayanan yang diberikan 

sudah ditindak lanjuti dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

untuk mewujudkan kepuasan nasabah dengan tetap memperhatikan 

kepentingan bank.  

h. Melayani seluruh kebutuhan unit kerja di bawah Kanca/unit kerja lainnya 

dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai denan ketentuan yang berlaku 

untuk mencapai kepuasan nasabah dan menjaga kepentingan bank.  

6 Direktur Kepatuhan  

PBI No: 13/2/PBI/2011 yang merupakan penyempurnaan dari PBI No: 

1/6/PBI/1999 adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) 

mencakup penyempurnaan dari segi organisasi di perbankan, tugas dan 

tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam pelaksana fungsi kepatuhan, 

sesuai dengan kerangka manajemen risiko, dalam mendukung terciptanya 

budaya kepatuhan. Berdasarkan pada peraturan tersebut, tugas dan tanggung 

jawab yang dimiliki oleh direktur kepatuhan adalah sebagai berikut:  

a. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan dalam 

organisasi.  
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b. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan 

ditetapkan oleh direksi.  

c. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk 

menyusun ketentuan dan pedoman internal organisasi.  

d. memastikan bahwa seluruh kebijakan serta kegiatan usaha yang dilakukan 

bank maupun organisasi telah sesuai dengan ketentuan BI dan peraturan 

perundang undangan yang berlaku.  

e. meminimalkan risiko kepatuhan pada bank dan organisasi.  

f. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.  

 

D. Struktur Organisasi 

 

Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT. Bank Nagari 
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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Bank  
 

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting bagi perusahaan, 

badan pemerintahan, swasta maupun perorangan untuk menyimpan atau 

mendapatkan dana melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa lain yang 

diberikan bank. Menurut Pebriani
19

(Pebriani, 2015) bank adalah badan usaha 

yangmenghimpun dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan dan menyalurkan 

ke masyarakat dalamrangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.  

Pendapat lain tentang bank menurut (Metia, 2014) Bank di Indonesia berdasarkan 

Undang-undang Nomor 10Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa 

bank adalah badan usahayang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan danmenyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuklainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

1. Bank Nagari
20

 

Bank Nagari merupakan sebutan untuk PT. Bank Nagari dahulu bernama 

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/BPD Sumbar adalah satu-satunya 

bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat 

khususnya di Sumatera Barat. Bank Nagari berpusat di kota Padang. Bank Nagari 

                                                             
19

Pebriani, U. Jurnal keuangan dan perbankan. (Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan 

Perbankan, 2015),h. 187–194. 
20

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 

2011)h.30  
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didirikan pada tanggal 12 Maret1962 dengan nama PT Bank Pembangunan 

Daerah Sumatera Barat (PT BPD Sumbar). Pendirian tersebut dipelopori oleh 

Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakaat dan tokoh pengusaha swasta di 

Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang 

berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan 

pembangunan di daerah.. Bank Nagari adalah satu-satunya bank milik Pemerintah 

daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di 

Sumatera Barat. Bank Nagari berpusat di Kota Padang. Bank Nagari didirikan 

pada tangal 12 maret 1962 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah 

Sumatera Barat (PT BPD Sumbar).  

Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh 

masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran 

perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus 

membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Disahkan 

melalui Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik 

Indonesia No. BUM/9-44/II tentang izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah 

Sumatera Barat dengan kedudukan di Padang. Cabang Solok Selatan berdiri 

karena adanya pemekaran wilayah di Kabupaten Solok 7 Januari 2014, maka dari 

itu kantor cabang pembantu yang ada di Solok Selatan dirubah jadi kantor cabang 

utama yang berpusat di Padang Aro, kantor cabang tersebut diresmikan langsung 

oleh Gubernur Sumatera Barat dan direktur bank nagari
21

. 
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 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 

2011)h.30 
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PT. Bank Nagari merupakan salah satu dari bank umum nasional dalam 

konteks bank pembangunan daerah yang kepemilikannya mayoritas Pemda 

Propinsi, Pemda Kota dan Kabupaten. Bank Nagari memiliki misi bahwa bank 

didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan 

perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, dan menunjang sumber 

pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dari misi 

tersebut maka peran PT. Bank Nagari yaitu sebagai agent of development 

sekaligus sebagai alat untuk menambah pendapatan daerah melalui perolehan 

dividen bagi pemegang saham.  Saat ini Bank Pembangunan Daerah Sumatera 

Barat atau Bank Nagari memiliki berbagai produk dan layanan baik dari segi 

konvensional ataupun syariah. Konvensional diantaranya simpanan (Giro,diro 

dolar, tabungan sikoci, tabungan sikoci dollar, tabungan simpeda, tabunganKu, 

deposito berjangka), kredit (kredit jaminan deposito, kredit usaha rakyat, kredit 

cicilan umum, kredit ketahanan pangan dan energi, kredit kepemilikan rumah, 

kredit usaha pembibitan sapi, kredit modal kerja kontraktor, kredit rekening 

koran, kredit peduli usaha mikro, kredit investasi multi guna, KK Koperasi, 

KUMK SUP 005), Jasa Lainnya (ATM bank nagari, SMS Banking, save deposit 

box, kliring, swift, western union) dan treasury (Dealing room, bank nagari 

Remittance, dan western union.)  Dengan produk dan layanan yang dimiliki 

seperti tersebut diatas, membuktikan bahwa ruang lingkup perusahaan cukup 

banyak, jadi tidak terpaku pada suatu bidang kemampuan saja sehingga                   
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BPD Sumatera Barat atau Bank Nagari lebih memiliki keunggulan dibanding 

dengan perusahaan perbankan lainnya di Indonesia
22

.  

Menurut Bangun, salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran 

penting dalam mencapi tujuannya adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu, 

maka perlu adanya perhatian khusus agar kinerja karyawan dapat maksimal. 

Kinerja karyawan yang menurun tentu akan sangat mempengaruhi stabilitas 

perusahaan. Dimana karyawan dengan kinerja yang buruk, semangat kerja yang 

kurang akan membuat target perusahaan menjadi tidak tercapai sehingga 

perusahaan akan sulit untuk bersaing dengan perusahaan lain dan pada akhirnya 

dapat juga mengalami kebangkrutan jika tidak segera diberikan solusi yang tepat 

untuk menghadapi masalah kinerja tersebut. 

B. Jenis-jenis, Bentuk Hukum Dan Kegiatan Usaha Bank  

Berdasarkan jenisnya bank terdiri dari duajenis yaitu, bank umum dan Bank 

PerkreditanRakyat (BPR). Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 

lalulintas pembayaran. Bentuk hukum bank umum dan BPR dapat berupa 

Perseroan Terbatas (PT). Bank umum terdiri dari bank-bank umum pemerintah, 

bank-bank umum swasta nasional devisa, bank-bank swasta nasional nondevisa, 

bank-bank asing dan campuran. Kegiatan utama bank umum adalah menghimpun 
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dana masyarakat antara lain dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan, 

serta menyalurkan kepada masyarakatdalam bentuk kredit. Sedangkan definisi 

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu 

lintas pembayaran
23

.  

Persyaratan modal awal yang harus disetor oleh bank umum menurut 

(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 POJK.03/2016, 2016) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) adalah:  

1 Bank yang secara individu memenuhi salah satu kriteria:  

a. Bank dengan total aset sebesar Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun 

rupiah) atau lebih.adalah melakukan kegiatan usaha dalamvaluta asing 

dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan transaksi 

derivatif dalam trading book sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua 

puluhmiliar rupiah) atau lebih. Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha 

dalam valuta asing dengan posisi instrument keuangan berupa surat 

berharga dan transaksi derivatif suku bunga dalam trading book sebesar Rp. 

25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih. Bank yang 

secara konsolidasi dengan perusahaan anak memenuhi salah satu kriteria:  

1) Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang secara 

konsolidasi dengan perusahaan anak memiliki posisi instrumen keuangan 

berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos 

risiko ekuitas atau transaksi derivatif dalam trading book dan instrumen 

                                                             
23

Suliyanto. Perbandingan Efisiensi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Umum Dengan 

Pendekatan Data Envelopment Analysis. ( Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 2014),h. 297–306. 
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keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam trading book dan 

banking book sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) 

atau lebih.  

2) Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing namun 

secara konsolidasi dengan perusahaan anak memiliki posisi instrumen 

keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang 

tereksposrisiko ekuitas dan transaksi derivatif dalam trading book dan 

instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam trading book 

dan banking book sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar 

rupiah) atau lebih.  

Adapun persyaratan sumber modal bank umum adalah : 

a. Merupakan modal sendiri, tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas 

pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan pihak lain di Indonesia.  

b. Tidak dari hasil kegiatan yang melanggar hukum.Bank sebagai lembaga 

perantara keuangan memberikan jasa – jasa keuangan baik kepada pihak yang 

membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana. Bank memiliki fungsi 

pokok sebagai berikut.(Yoli, 2013) :  

1) Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efesien dalam 

kegiatan ekonomi.  

2) Menciptakan uang  

3) Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat.  

4) Menawarkan jasa - jasa keuangan lain.  

5) Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional.  
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6) Menyediakanpelayanan penyimpananuntuk barang-barang berharga.  

7) Menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana.  

2. Kredit 

Pengertian kredit menurut Hasibuan
24

 adalah  kredit berasal dari bahasa 

Italia, credere yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa 

debiturnya akan mengembalikan pinjamannya beserta bunganya sesuai dengan 

perjanjian kedua belah pihak. Pengertian kredit menurut Kasmir
25

, kredit berasal 

dari bahasa latin yang disebut credere yang artinya percaya, maksudnya sipemberi 

kredit percaya kepada sipenerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti 

akan dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan bagi sipenerima kredit berarti 

menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar 

kembali sesuai dengan jangka waktunya.  

3. Jenis-Jenis Kredit 

Menurut Kasmir
26

, jenis-jenis kredit dibagi dalam 7 kelompok yaitu  

a. Dilihat dari segi kegunaan 

1) Kredit investasi  

Biasanya digunakan untuk keperluan usaha atau membangun proyek, 

pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.  

2) Kredit modal kerja  

                                                             
24

Amelia dan Marlius, Pengendalian Kredit Dalam Upaya Menciptakan Bank Yang Sehat 

Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang, (2018).h.21 

25
Andriani dan Susanto, Pengawasan Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ophir 

Pasaman Barat. (2019).h. 11 
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Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003).h.34  
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Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam 

operasionalnya. Dilihat dari segi tujuan kredit  

3) Kredit produktif  

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha produksi atau 

investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.  

4) Kredit konsumtif  

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi  

5) Kredit perdagangan  

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk 

membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil 

penjualan barang dagangan tersebut. 

b. Dilihat dari segi jangka waktu  

1) Kredit jangka pendek  

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktunya paling lama 1 tahun 

dan biasanya digunakan untuk modal kerja.  

2) Kredit jangka menengah  

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, 

biasanya untuk investasi.  

3) Kredit jangka panjang  

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit 

jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. 

Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan 



 

32 
 

karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti 

perumahan.  

c. Dilihat dari segi jaminan  

1) Kredit dengan jaminan  

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat 

berbentuk barang yang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan 

orang. 

2) Kredit tanpa jaminan  

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang 

tertentu..  

3) Dilihat dari sektor  

a) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor 

perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa 

jangka pendek atau jangka panjang.  

b) Kredit perternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya 

perternakan ayam, dan jangka panjang kambing atau sapi.  

c) Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, 

menengah, atau besar.  

d) Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya 

dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.  

e) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk 

membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa 

kredit untuk mahasiswa.  
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f) Kredit profesi, diberikan kepada profesional sepeti dosen, dokter atau 

pengacara.  

g) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau 

pembelian rumah.  

4. Proses Dalam Pemberian Kredit  

a. Kriteria calon debitur
27

 

1) Warga Negara Indonesia yang cakap hukum (berusia minimal 21 tahun 

atau telah menikah dan berakal sehat).  

2) Mempunyai usaha yang jelas dan dapat diyakini bank.  

3) Tidak tercatat dalam daftar hitam dan debitur macet yang dikeluarkan 

oleh Bank Indonesia.  

b. Persyaratan permohonan kredit  

1) Foto copy kartu identitas diri ( KTP / SIM /Paspor) yang berlaku.  

2) Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.  

3) Mempunyai perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SIUP, 

TDP, SITU).  

4) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan 

ketentuan Bank Indonesia dan menyerahkan foto copynya.  

5) Untuk calon debitur yang berbentuk badan usaha, mempunyai anggaran 

dasar perusahaan berikutnya serta mempunyai laporan keuangan.  
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c. Identifikasi permohonan kredit  

1) Pemeriksaan permohonan kredit diidentifikasi melakui pemeriksaan 

keabsahan permohonan dengan kelengkapan.  

2) Identifikasi permohonan dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data 

dan informasi yang diperlukan untuk analisis kredit Pemeriksaan dan 

penelitian  

d. Strategi Penyelesaian Kredit
28

 

Memberikan surat tunggakan dan peringatan kepada debitur. Yaitu surat 

pemberitahuan kepada debitur bahwa debitur mulai tidak memenuhi 

kewajiban kepada pihak bank 

1) Memberikan keringanan pembayaran bunga.  

Yaitu Pemberian keringanan pembayaran bunga untuk penyelesaian 

kredit dengan kolektibilitas diragukan dan macet dengan cara 

pembayaran secara lunas ataupun secara angsuran.  

2) Keringanan tunggakan pokok  

Adalah upaya penyelesaian kredit dengan pemberian keringanan hutang 

pokok kepada debitur yang mau melunasi hutangnya sekaligus.  

3) Mendesak debitur untuk melakukan sendiri penjualan agunan.  

5. Produk Kredit Bank Nagari
29

 : 

a. Kredit Konsumtif 
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29
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1) Kredit Cicilan Uang (KCU)  

Kredit cicilan uang (KCU) yang selanjutnya disebut dengan KCU-

Umum, adalah pinjaman yang diberikan Bank kepada Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) Non Otonom atau PNS Vertikal, TNI/POLRI, pegawai 

melalu PT. Bank Nagari Sumatera Barat maupun yang gajinya tidak 

dibayarkan melaluiPT. Bank Nagari Sumatera Barat.  

2) Kredit Pensiun 

Kredit cicilan uang Pensiunan Pegawai adalah pinjaman yang diberikan 

Bank kepada pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

PensiunanTNI/POLRI, Pensiunan Pegawai BUMN/BUMD yang uang 

pensiunnya diabayar melalaui PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera 

Barat. 

b. Kredit Komersil 

Kredit Modal Kerja Multi Guna (KMK-MG). Kredit Modal Kerja Multi 

Guna adalah kredit diberikan untuk modal kerja debitur dan calon debitur 

baik usaha perorangan yang mempunyai perizinan formal atau tidak 

mempunyai perizinan formal maupun berbentuk badan usaha/badan hukum 

dan lainya untuk berbagai sektor ekonomi. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu:  

1. Penyelesaian perjanjian kredit pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang 

Solok dalam pelaksanaan pengawasan kredit Bank Nagari Sumatera Barat 

Cabang Solok di dasarkan penelitian ketempatn lokasi usaha debetur serta atas 

laporan-laporan yang diberikam oleh nasabah. Untuk keamanan dari kredit 

yang diberikan ke pada nasabah,maka bank nagari sumatera barat cabang 

solok meminta adanya jaminan kredit atau agunan kepda calon nasabah. 

2. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perjanjian kredit di bank nagari 

sumatera barat cabang solok dilakukan dengan cara kombinasi yaitu dengan 

cara memberi surat tunggakan dan surat peringata kepada debitur, 

memberikan keringanan pembyaran bunga dan tunggakan pokok, serta 

mendesak debitur untuk menjual agunan. 

 

B. Saran 

Setelah memperhatikan masalah yang dihadapi oleh  Bank Nagari sumatera 

barat  Cabang Solok, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:  

1. Untuk penyelesaian perjanjian kredit pada Bank nagari sumatera barat cabang 

solok sebaiknya memperhatikan hukum dan turunannya khususnya pada 

pengkreditan. Dan memperhatikan kemampuan dan riwayat debitur sebelum 



 

 
 

melakukan perjanjian kredit, dengan tujuan untuk menghindari adanya kredit 

bermasalah.  

2. Untuk mengantisipasi terjadinya kredit bemasalah, sebaiknya perlu dilakukan 

peningkatan monitoring dan pengawasan terhadap kredit yang diberikan 

kepada nasabah, baik mengenai manajemen maupun keadaan usaha debitur. 

3. Untuk pengembangan lebih kedepanya diperlukan komitmen penuh bagi pihak-

pihak terkait  dalam meningkatkan pemahaman masyarakat calon debitur 

mengenai keberadaan prinsip-prinsip pengkreditan dalam dunia perbankan. 

Sehingga mampu untuk meminimalisir terjadinya kredit macet. 
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